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Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik 1
Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN Nt

Trisno Raharjo
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
trisnoraharjo@umy.ac.id

Abstrak

Anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Mutual Legal Assistence in
_riminal Matters atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana yang
Zitandatangani di Kuala Lumpur pada 29 November 2004. Bantuan Hukum Timbal Bali
2 bidang hukum pidana dalam perkara korupsi merupakan suatu keharusan yang
2 atur dalam Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2003, terutama untuk
Zzpat mengembalikan aset negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana
vorupsi.Adapun ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatunegara kepada negara
_»‘.—.:1g meminta penyerahanseseorang yang disangka atau dipidana karena

melakukansuatu kejahatan di luar wilayah negara yangmenyerahkan dan di dalam
U *1sd|k51 wilayah negarayang meminta penyerahan tersebut karenaberwenang untuk
mengadili dan memidananya.

Berbagai permasalahan atau tantangan lainyang dihadapi oleh aparat penegak
tukum dalammelakukan pemberantasan kerupsi adalah para pelaku tindak pidana
worupsibaik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupunterpidana melarikan diri ke
war negeri.Pelarian para tersangka, terdakwa dan terpidana dilakukan dengan
membawapula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luarnegeri. Oleh karena itu
tz=m rangka untuk dapatmembawa kembali para pelaku tindak pidana korupsiyang
mezrikan diri ke luar negeri termasukaset-aset hasil tindak pidana korupsi maka
sparat penegak hukum perlu menggunakanmekanisme Ekstradisi maupun Bantuan
“mhal Balik dalam Masalah Pidana.

ASEAN Mutual Legal Assistence in Criminal Matters telah ditandatangani dan
“rzufikasi oleh negara-negara ASEAN kecuali Thailand, merupakan bentuk Mutual
_szal Assistence (MLA) yang bersifat multilateral. Menjadi penting untuk mengetahui
seazaturan pada setiap negara ASEAN terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
wurupsi melalui pengaturan Ekstradisi dan MLA. Efektifitas kecepatan dan ketepatan
Lsammempersiapkan, memproses dan mengeksekusi suatuEkstradisi ataupun MLA,
“anzat berpengaruh bagiterungkapnya dan proses penanganan perkarakejahatan antar
wezzra. Semakin mudahperpindahan orang dan harta dewasa ini, menjadikan
wwsangka, terdakwa, terpidana, beserta buktimaupun asset atau rekening berpindah
“wwmoat melintasi batas negara. Kecepatan perpindahan para tersangka, terdakwa
“wsepun terpidana tersebut memerlukan perubahan strategi penegakan hukum dengan
wemperhatikan aspek kecepatan proses penyelidikan, penyidikan, penyitaandan
wematanan perkara yang memperhatikan aspek lintas batas negara. Masyarakat
“wermasional termasuk di kawasan ASEAN meyakini bahwa korupsitidak lagi
werupakan  masalah  lokal, tetapi merupakanfenomena internasional yang
‘wempengaruhiseluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikankerja sama
_we=masional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.

“unci: Korupsi, Ekstradisi, Mutual Legal Assistence, ASEAN
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I. Pendahuluan

Berdasarkan indek persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparans
Internasional tahun 201434 maka dapat dilihat posisi negara-negara ASEAN dalam

masalah korupsi sebagai berikut:350
Tabel 1

PERINGKAT INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI ASEAN

Peringkat | Negara Skor Skor Skor 2012
2014 2013
7. | Singapura 84 86 87
50 Malaysia 52 50 49
85. Philipina 38 36 34
85. Thailand e 38 35 37
107. Indonesia 34 32 32
119, Vietnam 31 TR
145. Laos 25 26 21
156. Kamboja 21 21 15
156. Mvanmar 21 20 22

DATA:Transparency International, 2014

Berdasarkan data dari transparecy internasional terlihat umumnya terjad:
penurunan skor di negara-negara ASEAN di tahun 2014 dibandingkan 2013, hany=

Vietnam dan Kamboja yang memiliki sekor yang tetap, sedangkan Laos meningkat satu

9 Indek persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional merupkan salah satu upayz

pengukuran terhadap tingkat korupsi di dunia, terdapat berbagai macam indeks Menurut Fishman dan
Gatti sebagaimana dikutip oleh Nugroho SBM ada 4 cara mengukur tingkat korupsi yaitu Indeks
Korupsi versi Intenational Country Risk Guide(ICRG), Indeks Korupsi versi Eksportir Jerman atau German
Corruption Exporter Indekx (GCI), Indeks korupsi versi Laporan Daya Saing Dunia atau Worls
Competetiveness Report

Corruption Indeks(WCRCI), Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index (CPI), lihzt
Nugroho SBM, Korupsi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia, Jurnal Media Ekonom
dan Manajemen, FE UNTAG, Semarang, Vol 26. No 2 Juli 2012, h. 23.

30 ttp://www transparency.org/cpi2014/results, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 04:48 Wi
berdasarkan data transparency international, Brunai Darussalam tidak diikutsertakan dalam tahun 2014
bersama Equatorial Guinea dan Saint Lucia. Brunai Darussalam pada 2013 masih dimasukkan dala=
data transparency internasional dengan indek 60dan berada pada posisi atau peringkat 38. Indkes
Persepsi oleh transparency internasional sudah dilakukan sejak tahun 1995,
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poin dari 26 menjadi 25. Secara keseluruhan skor indeks persepsi korupsi di ASEAN
dibandingkan dengan ;qluruh negara di dunia termasuk kategori rendah hal ini tampak
dari peringkat negaré-négara ASEAN yang umumnya berada pada peringkat 160, yaitu
Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.35!Myanmar dan Kamboja masuk
dalam urutan ke 18 dan 19 dari bawah negara-negara dengan indek korupsi terendah

di seluruh dunia.

Upaya penanggulangan korupsi di negara-negara anggota ASEAN dilakukan
dengan melakukan pengaturan pada tingkat nasional maupun pada tingkat regenonal.
Kesadaran pengaturan ditingkat regional ASEAN semakin kuat seiring dengan telah
terintegrasinya komunitas ASEAN pada tahun 2015. ASEAN Community akan
berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya serta politik keamanan. Deputi
Sekretaris Jenderal ASEAN Nyan Lynn, menyatakan diperlukan lembaga khusus
menangani korupsi dan tata pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya penegakan
supremasi hukum.352 Perlunya pengaturan di tingkat ASEAN tidak terlepas dari akan
banyaknya perusahan asing atau perusahan dari negara-negara ASEAN yang dapat
beroperasi lintas-batas dalam kawasan ASEAN.2S3 Pengaturan yang bersifat regional
dan diadopsi oleh masing-masing negara ASEAN, akan memberikan arah yang baik bagi
iklim usaha, yang umumnya rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Begitu pula
terhadap penegakan hukum selama ini di masing-masing negara ASEAN, dimana
sebagai contoh beberapa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia melarikan diri ke
luar negari seperti ke Singapura. Berbagai kerjasama dan pengaturan terkait ekstradisi
dan bentuan timbal balik (mutual legal assistence, selanjutnya disingkat MLA) di
bidang hukum pidana perlu mendapatkan perhatian pula di tingkat ASEAN.

L Tahun 2014 negara yang masuk dalam a2k Bansaveny e sabayal 275 cegaa i

2| ihat http://www hukumonline.com/berita/baca/lt52821b9¢112c4/perlu-ada-badan-asean-khusus-

tangani-korupsi, dikases dan diunduh, 12 Januari 2015, 05:52 WIB,
33K orupsi tidak terlepas dari sektor keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan perusahaan,

yang akan banyak berhubungan dengan lembaga keuangan. Transparansi Internasional
mengingatakan, “Korupsi adalah masalah untuk semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia

di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya
untuk menghentlkan korupsi,” dalam Indeks Korupsi Dunia: Denmark Terbersih, Indonesia Ke- 1{]7

ndone5|a Ke-107 dlakses dan diunduh, 14 Januari 2015, 05:31 WIB
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II. Permzsalahan

Bagaimana pengaturan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam @

korupsi di ASEAN?
11I. Pembahasan

Ekstradisi merupakan hubungan antara kentingan dua negara yaitu negar=
meminta ekstradisi dan negara yang dimintakan ekstradisi. Hukum ekse
merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur pn
penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari satu negara ke ne_gara lain =
tujuan penuntutan atau menjalani hukuman.354

Mutual Legal Assistance (MLA), merupakan upaya memperoleh barang suss
penyitaan harta atau barang jaminan, pengambilalihan saksi mata, dan penatams
dalam proses penegakan hukum dari suatu tindak pidana yang telah terjadi W&
diwujudkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral. MLA melibatkan pross
hukum dan akan berdampak pada kepentirgan pribadi atau negara. Keuntumsas
adanya MLA adalah adanya izin kepada negara yang meminta untuk menerapias
aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan pross
penuntutan.3ss '

Pengaturan ekstradisi dan MLA dalam perkara korupsi di ASEAN dilakukan cies
masing-masing negara dalam hukum nasional masing-masing maupun mela
kesepakatan bersama di tingkat ASEAN.Kesepakatan bersama di tingkat ASELS
terutama dilakukan terhadap MLA. Kesepakatan bersama di tingkat ASE&W
mewajibkan para anggotanya untuk satu sama lain saling memberi bantuan hukus
semaksimal mungkin dalam kasus-kasus pidana yang tunduk pada hukum nasioma
negara yang meminta bantuan hukum tersebut. Perjanjian MLA di ASEAN mengars
berbagai bentuk kerjasama bantuan hukum yang biasanya diatur dalam perjanias
bilateral, misalnya tentang pembuktian, pencarian dan penyitaan, dan pengambilalibas

aset.3s56

3%4Romli Atmasasmita, Hukum tentang Ekstradisi, Jakarta: Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, h. 1-2.

5Jan McWalters, Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia, Surabaya: JPBooks, 2006 =
255

#*MLA merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional terhadap penanggulangan tindak pidane
transnasional maupun kejahatan internasional, dengan tetap menghormati juridiksi nasional masing-
masing negara, Noer Indriati Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumes
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Ditingkat nasional masing-masing negara ASEAN, Ekstradisi dan MLA di atur
~dalam hukum nasional mereka. Kajian terhadap pengaturan Ekstradisi dan MLA pada
masing-masing negara ASEAN selanjutnya akan difokuskan kepada lima negara ASEAN

yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailan dan Indonesia.357

1. Singapura

a. Kerangka Hukum

Ekstradisi dan MLA di Singapura pada dasarnya diatur dalam Extradition Act
(selanjutnya disingkat EA) (1968) dan Mutual Assistance in Criminal Matters Act
(selanjutnya disingkatMACMA) 2000. Pasal 55 Hukum Acara Pidana Singapura
mengatur secara khsusus ketentuan ekstradisi dari Singapura ke Malaysia dan Brunei.
MACMA juga berlaku untuk permohonan MLA yang datang dari negara yang tidak
memiliki hubungan perjanjian dengan Singapura, meskipun negara pemohon harus
menyediakan jaminan reprositas untﬁk beberapa fnacam bantuan. Jika tidak terdapat
hubungan perjanjian, ekstradisi dapat berlaku hanya untuk dan dari negara-negara
Commonwealth, yang jumlahnya 39 negara pada September 2007.358

Terkait dengan perjanjian multilateral untuk ekstradisi kasus korupsi, Singapura telah
menandatangani United Nations Convention against Corruption (selanjutnya disingkat
UNCAC) dan United Nations Convention against TransnationalOrganized Crime
(selanjutnya disingkatUNTOC). Singapura memiliki 3 perjanjian bilateral ekstradisi
dengan Hong Kong, Jerman, dan US. Eksradisi antara Singapura dan Malaysia
berdasarkan pemberian surat perintah, menurut Extradition Act dan Bab 55 KUHAP
Singapura.

Extradition Act dan MACMA berisi peraturan tentang penolakan kerjasama, prosedure

pelaksanaan permohonan, dan bentuk-bentuk bantuan yang tersedia. MACMA juga

“=mberantasan Kejahatan Internasional, Jurnal, Dinamika Hukum, Vo. 9 No 2 Mei 2009, h.107, Adapun
“ZEAN Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, merupakan bentuk MLA ditingkat ASEAN
=g ditandatangani di Kuala Lumpur, 29 Nopember 2004, lihat
~ooAwww cifororg/ilea/ ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/, diakses dan diunduh, 12 Januari
2015, 0600 WIB. Lihat pulahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18918/dpr-ratifikasi-
c=-aniian-mla-asean, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:01 WIB. ;

“ajian difokuskan pada lima negara yang berdasarkan indek persepsi korupsi menempati posisi
w=oaik di Asia Tenggara berdasarkan rilis transparansi internasional,

w0 /www transparency.org/cpi2014/results.

““ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific MUTUAL LEGAL ASSISTANCE,
SUTRADITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND THE PACIFICFrameworks
#c Practices in 27 Asian and Pacific JurisdictionsThematic Review - Final Report, 2007, h. 271-278.
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mengatur tentang MLA yang berkaitan dengan proses mengadili tindak pidanz
termasuk persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan permohonan negara asing
untuk menahan atau mengambilalih pemeriksaan.

Semua permohonan ekstradisi dan MLA ke Singapura diproses oleh jaksa Penuntus
Umum Singapura sebagai kewenangan pusat. Permohonan eksradisi dibuat ole®
Menteri, sedangkan MLA dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan arahas
Menteri. Anggota perjanjian bilateral dengan Singapura dapat mengatur saluras
pengajuan permohonan yang berbeda. Negara pemohon harus mengajukan permoonan
dengan bahasa Inggris.359

b. Prasyarat Hukum

Dual criminality (asas kesamaan tindak pidana) adalah syarat mandatori untuk
permohonan ekstradisi dan MLA ke Malaysia dari Singapura. Untuk MLA, kejahatas
yang dimintakan bantuan jika terjadi di Singapura, harus merupakan kejahatan yang
diatur dalam Hukum Singapura.Sﬁﬂ-Untuk ekstradisi, perbuatan tersebut harus masus
dalam daftar kejahatn di Extraditon Act. Daftar tersebut memuat tindak pidana korups
dan hal-hal berkaian. degannya, misalnya suap, pencurian, penggelapan. fraudulen:
conversion, fraudulent false accounting, menerima barang curian, dan tindak pidanz
yang mendapat manfaat dari hasil korupsi.

Suap oleh pejabat publik asing merupakan hukum yang juga berlaku untuk &
Sngapura. Singapura dapat memberi ekstradisi dan MLA untuk kasus tersebut, paling
tidak ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh Warga Negara dari negarz
pemohon. Singapura dapat memberi MLA dalam penuntutan badan hukum, karenz
ketentuan tersebutdiatur dalam hukum singapura tentang pertanggung jawaban
pidana badan hukum.

Untuk permohonan ekstradisi dari negara lain, Singapura memberlakukan prima facie
evidentiary test. Orang yang dimintakannekstradisi memiliki hak untuk menawar
barang bukti pada hearing ekstradisi.3¢1 Namun hak ini tidak membolehkan tertudu®
tersebut untuk merubah hearing ekstradisi menjadi sidang atas tindak pidana tersebut
yang mengakibatkan lamanya proses kestardisi, untuk permohonan yang datang untuk

perintah produksi dan pencarian serta penyitaa, harus ada dasar yang cukup untuk

359,
Ibid.
*9 ihat Pasal 65, First and Second Schedules of the Corruption, Drug trafficking and Other Sericus
Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) Singapura.
%lpasal 11 ayat (7) huruf ¢ dan Pasal 25 ayat (7) huruf ¢, Extradition Act Singapura
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menduga bahwa seseorang elah melakukan atau mendapat manfaat dari suatu tindak
pidana dan bukti yang diminta memiliki nilai yang substansial dalam kasus. Idak ada uji
pembukian untuk tindakan yang tidak terlalu intrusif, misalnya pengambilan bukti dari
saksi.

Necessity dan pentingnya bukti yang dicari juga merupakan faktor penting untuk
mengajukan permohonan MLA ke Singapura. MACMA menyatakan bahwa Singapura
akan menolak memberikan MLA jika bukti yang diminata tidak cukup penting untuk
investigasi negara lain tersebut, atau jika bukti tersebut dapat diperoleh dengan cara
lain. Tetapi pada kenyataannya, Singapura tidak pernah menolak MLA atas alasa

tersebut.

2. Malaysia.

a. Kerangka hukum.

Ekstradisi d-an MLA di Malaysia diatur dalam EA 1992 dan MACMA 2602. Perjanjian
ekstradisi atau MLA yang telah ditandatangai oleh Malaysia menjadi kerangka hukum
nasional ketika Minister of Internal Security(selanjutnya disingkatMIS) memerintahkan
EA atau MACMA berlaku terhadap perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak ada, MIS
dapat memerintahkan EA atau MACMA berlaku untuk negara asing yang tidak memiliki
perjanjian bilateral dengan Malaysia. Malaysia memiliki pedoman internal kapan
permohonan dapat ditolak selain berdasarkan dari tidak adanya jaminan resiprositas
dari negara pemohon. Malaysia telah menandatangai dan meratifikasi ASEAN MLAT.
Malaysia telah menandatanagi UNTOC dan UNCAC. Malaysia hanya punya perjanjian
bilateral MLA dengan Australia. Malaysia juga memilik hubungan ekstradisi
berdasarkan UU-nya dibawah Cemalondon dengan 6 negara anggota lain, yaitu
Bangladesh, Cook Island, Fiji Island, Samoa, Sri Lanka, Vanuatu, dan Inggris. Malaysia
memiliki 5 perjanjian bilateral ekstradisi dengan Australia, Hongkong, China, Indonesia,
Thailand, dan US. Ekstradisi untuk dan dari Singapore berdasarkan skema EA untuk
pemberian surat perintah penahanan.362

EA dan MACMA meruapakan UU baru yang mengatur tentang dasar penolakan
kerjasama, prosedur pembuatan pemohonan keluar dan pelaksaaan permohonan yang

datang. MACMA mengatur tentang bantuan dalam lingkup luas termasuk surat perintah

352ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Op. Cit. 207-2018
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pencarian, perintah korupsi, penahanan asing, dan perintah pengambil alihan
pengambilan bukti dengan video konfren tidak diatur.

Lamanya Kkasus ekstradisi di Malaysia pada umumnya disebabkan oleh keberatan
pengadilan terhadap permohonan orang yang dicari karena pemohonan harus melaui
MIS sebelum dikirim ke JPU. Semua permohonan MLA yang masuk diserahkan kepada
JPU melalui saluran diplomatik, sedangkan permohonan ekstradisi yang masuk harus
dikirim melalui saluran diplomatik kepada MIS.

b. Prasyarat hukum.

Dual criminality merupakan syarat wajib untuk permohonan ekstradisi dan MLA yang
datang ke Malaysia. Dual criminality menggunakan pendekatan berbasis perbuatan.
Ekstradisi anatara Malaysia dengan Singapura tidak mensyaratkan dual criminality
untuk permohonan mengambil barang bukti, permhonan harus memiliki hubungan
dengan perbuatan yang jika terjadi di Malaysia harus berupa tindak pidana berdasar
hukum Mz;laysia. Untuk permohonan terhadap tindak pidana yang lebih berat
mensyaratkan perbuatan tersebut harus dihukum minimal 1 tahun penjara atau
hukuman mati. Tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam UU Malaysia.

Untuk permohona ekstradisi, EA mewajibkan pembuktian sumpah dari kasus prima
facie terhadap orang yang dicari kecuali ditentukan lain. Untuk permohonan MLA
keluar JPU harus memenuhi persyaratan bukti yang cukup akan ditemukan di negara
termohon. Untuk permohonan pencarian dan penyitaan dari negara lain, harus ada
bukti cukup untuk menuduh orang tersebut telah melakukan tindak pidana dari bukti
tersebut akan diketemukan. Untuk permohonan MLA keluar yang melibatkan
perncucian uang, Malaysia mencari bukti dengan konsultasi, menyediakan bukti
tambahan dan memperbaharui permohonan. Malaysia akan menolak MLA dari negara
lain jika bukti yang diminta tidak cukup penting untuk penyelidikan asing atau jika
bukti tersebut dapat diperoleh dengan cara lain.363

Malaysia dapat menolak ekstradisi warga negaranya berdasarkan apakah prasyarat
hukum untuk menyerahkan telah terpenuhi, apakah hal tsb merusak keamanan
Malaysia dan kekhawatiran terhadap kepentingan umum. Jika ekstradisi ditolak atas
dasar tersebut, penuntut umum akan mempertimbangkan persidangan jika pengadilan
Malaysia memilkiki yurisdiksi terhadap tindak pidana tersebut. Malaysia juga dapat

setuju mengekstradisi jika warga negara tersebut dikembalikan oleh negara pemohon

*31pid.
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ke Malaysia untuk melaksanakan hukumannya. Malasyia tidak pernah menolak
ektradisi hanya karena pelakunya warga negaranya sendii. Berdasarkan MACMA
Malaysia akan menolak MLA jika peraturan tentang bantdan dapat mengenyampingkan
permasalahan pidana di Malaysia, prakteknya Malaysia akan menunda permohonan
tersebut sampai penyelidikan dalam negeri selesai. Malaysia dapat menolak ekstradisi
dan MLA apabila dia memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana. Malaysia tidak
memberikan ekstradisi atau MLA tindak pidana politik. MLA juga dapat ditolak jika
target investigasi penyelidikan atau pengadilan telah dihukum, dimaafkan, dibebaskan,
atau dihukum di negara pemohon atas tindak pidana yang sama. Penolakan MLA
karena kerahasiaan Bank tidak diatur dalam MACMA. Malaysia tidak wajib
berkonsultasi dengan negara pemohon sebelum menolak ektsradisi atau MLA. Pada
prakteknya pemerintah Malaysia akan berkonsultasi dengan negara pemohon untuk

memfasilitasi pemberian dan pelaksanaan pemohonannya.364

3. Filipina

a. Kerangka Hukum

Ekstradisi di Filipina diatur dalam perjanjian dan Extradition Law 1977.Di Filipina
tidak dapat melakukan ekstradisi tanpa adanya perjanjian. Filipina memiliki perjanjian
ekstradisi bilateral dengan 10 negara: Australia; P.R. China; Hong Kong, China;
Indonesia; Korea; and Thailand, Canada; Korea; Switzerland; and United States. Filipina
merupakan anggota UNTOC, dimana permononan ekstradisi dalam kasus korupsi dapat
diselesaikan. Filipina juga merupkan anggota UNCAC, namun Filipina tidak
menggunkan konvesi tersebut sebagai dasar perjanjian ekstradisi. Filipina telah
menandatangani ASEAN MLAT 365

Jika perjanjian bilateral atau multilateral telah mengatur suatu tindak pidana, maka
peraturan di perjanjian tersebut berlaku dengan serta merta karena tidak diatur dalam
UU. Jika tidak ada perjanjian, Filipina hanya memberikan MLA yang tidak mewajibkan
intervensi yudisial, misalnya mengambil pernyataan saksi secara sukarela. Filipina
tidak memberikan izin untuk tindakan pencarian dan penyitaan, memaksa saksi untuk

memberikan bukti dibawah sumpah dan membuat dokumen.366

3%4bid.h. 253-260.
5 1bid.
381hid.
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Permohonan ekstradisi harus dikirim melalui saluran diplomatik kepada Sekertass
Luar Negri. Permohonan MLA berdasarkan perjanjian bilateral harus dikrim kegass
Departemen Kehakiman. Jika tidak terdapat perjanjian; permohonan MLA yase
berkaitan dengan korupsi dan TPPU harus dikirim ke Kanor Ombudsman dan Dewas
TPPU. Semuanya harus dalam bahasa inggris.?¢7

b. Prasyarat Hukum

Dual criminality adalah mandatori berdasarkan Extradition Law dan dapat diwajibsas
dalam perjanjian MLA tertentu. Perbuatan yang dimintakan ekstradisi harus daga
" dipidana di negara pemohon dan Filipina dengan penjara. Definisi dual crimina’s
berdasarkan perbuatan. Karena Filipina belum punya peraturan antara lain tentamg
suap oleh pejabat publik asing, maka masih kurang jelas apakah dual criminality ticas
dapat berlaku jika terdapat permohonan terkait tindak pidana tersebut. Filipina jugs
tidak memberlakukan tanggungjawab pidana terhadap badan hukum atas kasus
korupsi. Oleh karena itu juga masih tidak jelas apa yang terjadi bagaim.ana duz
criminality akan berlaku jika terdapat permohonan MLA terkait kejahatan korupsi oles
badan hukum. Sebagai negara anggota UNCAC, Filipina wajib membuat MLA no=-
koersif yang dimohonkan oleh Konvesi meskipun tidak mengatur dual criminality.3s
Ekstradisi memberlakukan uji bukti Prima Facie. Fotokopi affidavit saksi yang tela®
dilegalisir biasanya diminta, karena affidavit jaksa saja yang berisi bukti tidak cukup
Filipina biasanya meminta kekhususan sebelum memberi ekstradisi, meskipus
Extradition Law tidak mengaturnya. Extradition Law tidak memuat alasan lain untus
menolak ekstradisi, mungkin untuk memberikan kesempatan perjanjian yang berlaku
mengatur alasan tersebut. perjanjian-perjanjian yang ada bisa saja memberikan
beberapa alasan penolakan, misalnya karena hukuman mati, tindak pidana politik
double jeopardym dan tindak pidana dimana Filipina memiliki yurisdiksi untuk
mengadili.36°

Alasan untuk menolak MLA diatur dalam perjanjian yang berlaku, di mana Filipinz
dapat menolak MLA jika merugikan kepentingan pribadi negaranya. UNCAC juga
mengizinkan permohonan ditolak berdasarkan Konvesi ersebut jika permohonan
dianggap dapat mengganggu kedaulata, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan

esensial lainnya dari negara termoon. Perjanjian blateral MLA tersebut pada umumnyz

*1pid.
381pid.
3pid.
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tidak melarang penolakan bantuan karena kerahasiaan bank. Akibatnya, peraturan
kerahasiaan bank Filipina yang dianggap sangat ketat dianggap dirusak karena asing
dapat memohon pengecekan atau pembekuan rekening. Untuk permohonan yang
dimintakan berdasarkan UNCAC, Filipina dilarang menolak memberi bantuan MLA atas

dasar kerahasiaan bank.370

4. Thailand

a. Kerangka Hukum

Ekstradisi dan MLA diatur dalam EA Tahun 1929 dan AMACM Tahun 1992. EA dan
AMACM berlaku untuk semua proses ekstradisi dan MLA tunduk pada peraturan
perjanjian. Thailand dapat memberikan MLA dan ekstradisi meskipun tidak terikat
perjanjian, jiak negara pemohan memberikan jaminan reprositas.

Thailand memiliki perjanjian MAL dengan 10 negara: India and Korea, Canada; France;
Korea; Norway; Unitea Kingdom; and United States. Perjanjian ekstradisi dengan
beberapa negara lain. Tailand telah menandatnagni tapi belum ratifikasi UNCAC,
UNTOC, dan MLA ASEAN.371

AMACM mengatur tenang benuk bantuan yang diberikan, alasan untukmenolak
kerjasama dan prosedur pelaksanaan permohonan. Bedanya, EA hanya mengatur
tenang beberapa hal dasar, termasuk beberapa alasan untuk menolak ekstradisi dan
prosedur untuk menerah. Pemerintah Tailand sudah berusaha mengamandemen
EA.Semua permohonan MLA dan ekstradisi tanpa adanya perjanjian harus dibuat
melalui saluran diplomatik. Permohanan MLA berdasar perjanjian harus dikirim ke JPU
Kerajaan Tailand. Permohonan arus dalam bahasa Tailand atau Inggris, kecuali
perjanjian menentukan lain.372

b. Prasayarat dan batasan Hukum Kerjasama

Dual criminality merupakan syarat wajib untuk ekstradisi dan MLA di Tailand.
Meskipun tidak diatur dalam UU, Thailand menggunakan pendekatan berbasis
perbuatan. Berdasarkan perjanjian yang berlaku, Thailand dapat memberikan
ekstradisi jika perbuatan yang dimintakan ekstradisi dapat dipidana di Thailand
dengan min, 1 tahun penjara. Untuk MLA, perbuatan yan dimintakan bantuan harus

merupakan kejahatan di Thailand jika terjadi di Thailand, kecuali perjanjian

bid,
*Lbid.h. 289-298.
21bid,
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menentukan lain. Hukum Thailand tidak mengatur suap pejabat publik asing dan belum
pernah mendapatkan permohonan terkait kasus ini dan Thailand tidak dapat
memberikan bantuan terkait kasus tersebut. tetapi Thailand mengaku
pertanggungjawaban pidana badan hukum, sehingga jika ada permohonan terkait
kasus pidana badan hukum, Tailand akan bersedia membantu.373

Tailand menerapkan uji pembuktan untuk ekstradisi dan MLA. EA mewajibkan bukti
yang cukup terhadap orang yang dimintakan ekstradisi jika melakukan tindap pidana
di Thailand. Meskipun ini merupakan ciri khas prima facie, namun Thailand lebih
fleksibel menerapkan aturan ini. Permohonan MLA untuk pencarian dan penyitaan
harus berdasarkan alasan yang cukup. Tailand tidak mewajibkan uji pembuktian untuk

tindakan yang tidak terlalu intrusifm misalnya dalam pengambilan bukti dari saksi.37#

5. Indonesia.

a. Kerangka hukum

MLA dan proses pemulihan di Indonesia diatur dalam hukum ekstradisi (hukum no. 1
tahun 1979), undang-undang tentang MLA incriminal meters (undang-undang no.1
tahun 2006), dan undang-undang tentang pencucian uang (UU Nomor 8 Tahun 2010).
Hukum tentang ekstradisi mengatur bahwa ekstradisi harus diberikan berdasarakan
perjanjian, dan jika tidak ada perjanjian maka berdasarkan hubungan bilateral yang
baik dan kepentingan Indonesia. Sama halnya hukum tentang MLA mengatur tentang
MLA, terkait dengan korupsi, dapat dilaksanakan tanpa perjanjian jika terdapat
resiprositas (timbal balik) dan hubungan bilateral yang baik dengan requesting state.
Pada perakteknya Indonesia telah melakukan kerjasama non perjanjian dengan banyak
negara.3?s

Indonesia adalah anggota UNCAC (ratifikasi UU no.7 tahun 2006), perjanjian
multilateral yang mewajibkan negara anggotanya bekerja sama dalam ekstradisi dan
atau MLA kasus korupsi. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi ASEAN
MLAT. UU tentang MLA berisi peraturan detail tentang penerimaan dan penolakan
permohonan MLA, prosedur untuk melaksanakan permohonan, dan macam bantuan

yang diberikan, termasuk pencarian dan penyitaan dan pemberian perintah, tapi tidak

Bibid,

" 1bid,

Direktorat Hukum dan HAM, Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistant), Jakarta: Bappenas, 2013, h, 12-15
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termasuk mengambil barang bukti melalui video konfren. UU tersebut juga berisi
peraturan tentang MLA berupa memproses tindak: pidana, termasuk persyaratan dan
prosedur untuk melaksanakan permohonandari negara ASEAN untuk menahan atau
mengambil alih proses. Sama halnya, UU tentang ekstardisi berisi peraturan detail
tentang prosedur dan persyaratan ekstradisi. Permohonan untuk ekstradisi harus
tertulis dan dikirim melalui diplomat kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.37¢

b. Prasyarat hukum

Dual criminality wajib bagi ekstradisi dan opsional untuk MLA. Persyaratannya
berdasarkan perbuatan. Indonesia belum memasukkan tindak pidana suap oleh pejabat
publik asing dan belum menerima permohonan eksradisi atan MLA terkait tindak
pidana ini. Indonesia telah menerima beberapa permohonan MLA dimana targetnya
adalah badan hukum, tetapi masih didiskusikan.377

Uji pembuktian tertentu harus terpenuhi sebelum Indonesia memberikan
. kerjasamanya (Pasal 22 UU ekstradisi dan Pasal 28 UU MLA). Sebelum memberikan
ekstradisi atau MLA, negara yang memohon harus menunjukkan bukti yang cukup
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan (Prima Facie Test). Biasanya Indonesia
menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah dengan negara asing.Indonesia
biasanya tidak mengekstradisi warga negaranya kecuali bahwa orang tersebut
seharusnya diadili di negara pemohon, dengan mempertimbangkan “kepentingan
negara, hukum dan keadilan”. Untuk warga negara Indonesia yang harus diekstradisi,
negara pemohon harus memberikan jaminan reseprositas. Sebelum menolak ekstradisi
pemerintah Indonesia akan mengkonsultasikan pihak lawannya di negara pemohon.
Jika seorang di ekstradisi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana(KUHP) memberikan yurisdiksi bagi Indonesia untuk mengadili orang
tersebut.378

Indonesia juga akan menolak ekstradisi jika kejahatan yang dimaksud mendapatkan
hukuman mati di negara pemohon tetapi tidak di Indonesia, kecuali negara pemohon
menjamin bahwa hukuman mati itu tidak akan dilaksanakan. Indonesia juga akan

menolak ekstradisi berdasarkan kejahatan politik hal ini diatur dalam UU MLA yang

376y, -
Ibid,
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mengatur bahwa sifat politik kejahatan tersebut sesuai dengan tindak pidana terhadas
keamanan nasional yang diatur dalam KUHP.27%

Alasan lain juga berlaku untuk melakukan kerjasama. Misalnya Indonesia dapa
menolak MLA jika merugikan penyelidikan penuntutan atau pengujian kasus. Sama
halnya ekstradisi dapat ditolak jika Indonesia sedang memproses seseorang denga=
kasus yang sama. Pada prakteknya Indonesia akan menunda keputusannya untut
bekerjasama sampai persidangan dalam negri telah sampai. Ekstradisi akan ditolak jik=
orang tsb telah dihukum atau tindak pidana yang sama di negara lain atau jiks
pengadilan Indonsesia telah memberikan vonis terhadap orang tersebut. MLA aka=
ditolak jika seseorang telah dihukum atas perbuatannya tersebut. UU MLA tidak

mengatur tentang penolakan MLA atas dasar kerahasiaan Bank.380

IV. Kesimpulan

Sistem kerjasama internasional untuk kasus korupsi di ASEAN sudah cukup baik
Kerangka kerjasama lebih banyak bersandar pada peraturan UU daripada perjanjian.
umumnya negara-negara ASEAN telah meratifikasi ASEAN MLA. Extradition.Dalam
pelaksanaan ekstradisi dan MLA perkara korupsi belum dengan baik terlaksana ¢

negara-negara ASEAN.
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